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BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan

Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023 sebagai landasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten

dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400;

SALINAN
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019(Covid-19) dan/atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

9. Peratuan pemerintah nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan AdmininstratifPimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomomr 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomomr 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan KeuanganDaerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah
tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023
tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972).

23. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor ….. Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Asahan Tahun 2022 Nomor …., Tambahan lembaran
Daerah Kabupaten Asahan Nomor …..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Asahan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Asahan.

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagian pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dngan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD
adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.
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8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

10. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

11. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah
Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Lainnya,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi,
dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian
pokok pinjaman.

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah.

Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan

sebesar Rp. 1.701.595.212.088,00 (satu trilyun tujuh ratus satu milyar

lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan

puluh delapan rupiah ), yang bersumber dari

a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a direncanakan sebesar Rp. 166.812.738.258,00 (seratus

enam puluh enam milyar delapan ratus dua belas juta tujuh

ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan

rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 93.816.711.376,00 (sembilan puluh
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tiga milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus sebelas

ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.978.676.790,00

(delapan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta

enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh

rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp. 7.976.039.777,00 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh

puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh

puluh tujuh rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp. 46.041.310.315,00 (empat puluh enam milyar empat puluh

satu juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Pasal 5
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

b direncanakan sebesar Rp. 1.513.379.133.027,00 (satu trilyun

lima ratus tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta

seratus tiga puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah) yang

terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.1.432.314.110.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh

dua juta tiga ratus empat belas ribu seratus sepuluh rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 81.065.023.027,00

(delapan puluh satu milyar enam puluh lima juta dua puluh tiga

ribu dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 6
(1) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar

Rp. 21.403.340.803,00 (dua puluh satu milyar empat ratus tiga

juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga rupiah) yang

terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah;

b. Dana Darurat; dan



7

c. Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(4) Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.403.340.803,00 (dua puluh

satu milyar empat ratus tiga juta tiga ratus empat puluh ribu

delapan ratus tiga rupiah).

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar

Rp. 1.699.095.212.088,00 (satu trilyun enam ratus sembilan puluh

sembilan milyar sembilan puluh lima juta dua ratus dua belas ribu

delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.140.088.415.729,00 (satu

trilyun seratus empat puluh milyar delapan puluh delapan juta

empat ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan

rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 673.642.457.366,00 (enam ratus tujuh

puluh tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus

lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 414.298.475.363,00 (empat

ratus empat belas milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta

empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga

rupiah).
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(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp. 50.214.508.000,00 (lima puluh milyar

dua ratus empat belas juta lima ratus delapan ribu rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.932.975.000,00 (satu milyar

sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh

lima ribu rupiah).

Pasal 9
(1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 673.642.457.366,00 (enam

ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta

empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam

rupiah), yang terdiri atas :

a. Gaji dan tunjangan ASN;

b. Tambahan penghasilan ASN;

c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif

lainnya ASN;

d. Gaji dan tunjangan DPRD;

e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

f. Belanja pegawai BOS; dan

g. Belanja pegawai BLUD.

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 444.884.415.491,00 (empat

ratus empat puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh

empat juta empat ratus lima belas ribu empat ratus sembilan

puluh satu rupiah).

(3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp. 83.739.932.288,00 (delapan puluh tiga milyar tujuh ratus

tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua

ratus delapan puluh delapan rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif

lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp. 107.413.513.409,00 (seratus tujuh

milyar empat ratus tiga belas juta lima ratus tiga belas ribu

empat ratus sembilan rupiah).

(5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.772.752.484,00 (dua puluh
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satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima

puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

(6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar Rp. 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta

rupiah).

(7) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g direncanakan sebesar Rp. 14.812.505.104,00 (empat

belas milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus lima ribu

seratus empat rupiah).

Pasal 10
(1) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 444.884.415.491,00 (empat

ratus empat puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh

empat juta empat ratus lima belas ribu empat ratus sembilan

puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

a. Gaji pokok ASN;

b. Belanja tunjangan keluarga ASN;

c. Belanja tunjangan jabatan ASN;

d. Belanja tunjangan fungsional ASN;

e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;

f. Belanja tunjangan beras ASN;

g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;

h. Belanja pembulatan gaji;

i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;

j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;

k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 327.888.354.685,00 (tiga ratus dua

puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta

tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima

rupiah).

(3) Belanja Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.030.709.296,00

(tiga puluh satu milyar tiga puluh juta tujuh ratus sembilan ribu

dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

(4) Belanja Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.630.927.536,00



10

(sembilan milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua

puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).

(5) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.338.997.954,00

(dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta

sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima

puluh empat rupiah).

(6) Belanja Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp. 3.020.422.314,00 (tiga milyar dua puluh juta empat ratus

dua puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah).

(7) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 18.672.508.545,00 (delapan

belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan

ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

(8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

Rp. 1.457.233.468,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh

juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh

delapan rupiah).

(9) Belanja Pembulatan gaji ASN  sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.108.363,00 (sepuluh

juta seratus delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

(10) Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar

Rp. 25.333.659.555,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus tiga

puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus

lima puluh lima rupiah).

(11) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar

Rp. 1.051.499.600,00 (satu milyar lima puluh satu juta empat

ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

(12) Belanja Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.449.994.175,00

(dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan

ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima

rupiah).

Pasal 11
(1) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 83.739.932.288,00

(delapan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta
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sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh

delapan rupiah), yang terdiri atas :

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;

b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;dan

c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN

sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp. 83.739.932.244,00 (delapan puluh tiga milyar tujuh

ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua

ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 12
(1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp. 107.413.513.409,00 (seratus tujuh

milyar empat ratus tiga belas juta lima ratus tiga belas ribu empat

ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah;

b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;

c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;

d. Tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD; dan

e. Belanja honorarium.

(2) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp. 4.818.835.569,00 (empat milyar delapan ratus

delapan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus

enam puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah

sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp. 809.733.840,00 (delapan ratus sembilan juta tujuh ratus tiga

puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

(4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp. 97.676.134.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar enam ratus

tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh empat rupiah).
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(5) Tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp. 2.066.000.000,00 (dua milyar enam puluh enam juta rupiah).

(6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp. 2.042.810.000,00 (dua milyar empat

puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 13
(1) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp. 21.772.752.484,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh

puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus

delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja uang representasi DPRD;

b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;

c. Belanja tunjangan beras DPRD;

d. Belanja uang paket DPRD;

e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;

f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;

g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota

DPRD;

h. Belanja tunjangan reses DPRD;

i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;

j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;

k. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan

l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.

(2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.004.010.000,00

(satu  milyar empat juta sepuluh ribu rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 180.721.800,00 (seratus

delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus

rupiah).

(4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 156.427.200,00 (seratus lima

puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus

rupiah).

(5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp.86.058.000,00 (delapan puluh

enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).

(6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.455.814.500,00
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(satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat

belas ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 141.044.400,00

(seratus empat puluh satu juta empat puluh empat ribu empat

ratus rupiah).

(8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan

sebesar Rp.5.670.000.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh

juta rupiah).

(9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.417.500.000,00

(satu milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

(10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan

sebesar Rp.105.501.676,00 (seratus lima juta lima ratus satu ribu

enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

(11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan

sebesar Rp. 4.163.674.908,00 (empat milyar seratus enam puluh

tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus

delapan rupiah).

(12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 7.392.000.000,00

(tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

(13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 14
Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar Rp. 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta

rupiah).

Pasal 15
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf b direncanakan sebesar Rp. 263.625.023.467,00 (dua

ratus enam puluh tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta

dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) yang

terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
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c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.922.589.045,00

(empat puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta lima

ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp. 60.317.235.000,00 (enam puluh milyar tiga ratus tujuh belas

juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp. 142.278.350.422,00 (seratus empat puluh dua milyar dua

ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu empat

ratus dua puluh dua rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.106.849.000,00

(delapan belas milyar seratus enam juta delapan ratus empat

puluh sembilan ribu rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah).

Pasal 16
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar

rupiah).

Pasal 17
(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf d direncanakan sebesar Rp. 293.381.772.892,00 (dua

ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu

juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan

puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 11.279.538.817,00 (sebelas milyar dua



15

ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan

ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 282.102.234.075,00 (dua ratus

delapan puluh dua milyar seratus dua juta dua ratus tiga puluh

empat ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 18
Anggaran penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang

terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp. 0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00

(nol rupiah)

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
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Pasal 20
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar

Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang

terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar

lima ratus juta rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp. 0,00 (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 21
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran

belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar

Rp. 0,00 (nol rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan

defisit sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta

rupiah).

Pasal 22
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2023, dengan tata
cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD,  dan
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pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau

kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat  mengganggu kegiatan

pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 23
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
terdiri dari :
a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiyaan;

b. Lampiran II penjabaran APBD Menurut Urusan pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
jenis, Objek, rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima Hibah, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;

e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

f. Lampiran VI   Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran belanja bagi hasil;

g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
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Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan

Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas

Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan; dan

j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/

Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan

Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran

APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 24
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan

Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION
BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 85


